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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Masing-masing negara memiliki kepentingan dalam menjalin hubungan 

internasional dengan negara lain. Kebutuhan dan kepentingan untuk 

menjalin hubungan internasional merupakan salah satu peran negara 

sebagai subjek hukum yang dimaksudkan untuk mempertahankan eksistensi 

negara. Selain untuk mencapai kepentingan nasional dalam negeri, menjalin 

hubungan internasional dengan negara lain juga dilakukan untuk mencapai 

kepentingan-kepentingan global.1 Salah satu kunci dalam menjalin 

hubungan internasional dengan negara lain ialah berdiplomasi dalam bentuk 

komunikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk salah satunya 

ialah negosiasi yang dilakukan antar para wakil.  

Prinsip kebiasaan menjadi dasar dari pelaksanaan hubungan diplomatik 

antar negara. Kebiasaan tersebut berangsung-angsur berkembang secara 

masif yang menyebabkan banyak negara melakukan hubungan 

internasional berdasarkan pada prinsip tersebut. Penggunaan prinsip 

kebiasaan yang dianut secara praktik oleh negara-negara ini secara bertahap 

menjadi suatu kebiasaan yang diterima umum sebagai hukum oleh 

masyarakat internasional.  

 
1 Arry Bainus and Junita Budi Rachman, “Editorial: Kepentingan Nasional Dalam 

Hubungan Internasional,” Intermestic: Journal of International Studies 2, no. 2 (2018), 

https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1. 
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Perkembangan hubungan antar negara yang semakin intens 

menimbulkan suatu kebutuhan untuk merumuskan suatu peraturan yang 

dapat mengakomodasi semua kepentingan negara-negara tersebut. Komisi 

Hukum Internasional (International Law Commission) memandang penting 

kebutuhan tersebut sehingga menyusun suatu rancangan konvensi 

internasional yang merupakan suatu wujud dari kebiasaan-kebiasaan 

internasional di bidang hukum diplomatik. Konvensi internasional tersebut 

saat ini dikenal dengan nama Vienna Convention on Diplomatic Relation 

1961 atau Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.  

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur 

ketentuan-ketentuan terkait hubungan diplomasi. Adapun hal-hal penting 

yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, 

yaitu tata cara pembentukan misi-misi diplomatik, tata cara dan hak untuk 

pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari kepala 

perwakilan diplomatik, kekebalan dan hak istimewa yang diberikan kepada 

para diplomat dan anggota keluarganya serta staf pelayanan yang bekerja 

pada mereka, dan berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, aksesi, 

ratifikasi, serta mulai berlakunya konvensi tersebut.  

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang 

Hubungan Diplomatik ialah hak-hak istimewa dan kekebalan bagi para 

perwakilan atau pejabat diplomatik. Perwakilan diplomatik yang juga 

dikenal sebagai pejabat diplomatik, misi diplomatik, atau kedutaan 

merupakan orang-orang dari suatu negara atau organisasi (negara atau 
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organisasi pengirim) yang berada di negara lain (negara penerima) untuk 

bertindak sebagai perwakilan resmi negara atau organisasi pengirim di 

negara penerima. Secara sederhana, perwakilan diplomatik adalah orang-

orang yang ditunjuk untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara 

lain.  

Pejabat diplomatik memerlukan hak-hak istimewa dan kekebalan 

diplomatik dalam rangka menjalankan tugasnya untuk menjalin hubungan 

yang baik sebagai representasi negara pengirim di negara penerima.2 

Menurut hukum internasional, terdapat tiga teori yang menjadi dasar dari 

pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Tiga teori tersebut 

ialah teori eksteritorialitas, teori representatif atau sifat perwakilan, dan teori 

kebutuhan fungsional. Selama melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

perwakilan diplomatik berhak atas hak istimewa dan kekebalan yang 

diberikan oleh hukum internasional.  Adapun kekebalan dan hak istimewa 

yang dimiliki pejabat diplomatik mencakup: 3 

a)     Kekebalan diri pribadi  

b)     Kekebalan yurisdiksional   

c)     Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi  

d)     Kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman  

 
2 Lukman Arake, Fiqh Diplomatik : Konsep Dan Realita (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 

2019), hal. 73. 
3 Renata Christha Auli, “Apa Itu Kekebalan Diplomatik Dan Cara Mendapatkannya,” 

Hukum Online, accessed September 2, 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekebalan-

diplomatik-pengertian-dan-jenis-jenisnya-lt636a23df406fe. 
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e)     Kekebalan korespondensi  

f)     Kekebalan dan keistimewaan diplomatik di negara ketiga  

g)     Pembebasan terhadap pajak dan bea cukai/bea masuk 

Regulasi tentang pembebasan terhadap pajak dan bea cukai atau dikenal 

dengan istilah fiscal privileges menjadi salah satu kebijakan yang tak lepas 

dari keistimewaan pejabat diplomatik yang tercantum dalam konvensi 

tersebut. Berdasarkan Cambridge Dictionary, kata fiscal memiliki 

pengertian sebagai suatu hal yang berkaitan dengan keuangan pemerintah 

dan pajak, sedangkan kata privileges memiliki pengertian sebagai 

keuntungan yang dimiliki oleh satu orang atau sekelompok orang karena 

kedudukan atau kekayaan atau dapat juga diartikan sebagai hak khusus yang 

dimiliki beberapa orang yang berwenang yang memungkinkan mereka 

melakukan atau mengatakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan orang lain.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fiskal memiliki 

pengertian yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. 

Sementara itu, kata privileges atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) disebutkan sebagai privilese memiliki definisi sebagai hak 

istimewa. Maka dari itu, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fiscal 

privileges memiliki pengertian sebagai hak istimewa yang bersinggungan 

dengan urusan pajak atau pendapatan negara.  

Kebijakan tentang pembebasan pajak dimuat dalam Konvensi Wina 

1961 pada Pasal 23 Ayat (1) yang memuat mengenai pembebasan pajak 
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sehubungan dengan bangunan diplomatik, Pasal 28 yang memuat 

pembebasan pajak terkait biaya dan ongkos yang dipungut oleh misi dalam 

rangka tugas resminya, Pasal 34 yang memuat pembebasan pajak agen 

diplomatik dengan pengecualian-pengecualian tertentu, Pasal 36 yang 

memuat pemberian izin masuk dan pembebasan pajak barang-barang untuk 

penggunaan resmi misi maupun penggunaan pribadi agen diplomatik atau 

anggota keluarganya dalam batas-batas tertentu, serta Pasal 37 Ayat (3) dan 

Ayat (4) yang memuat tentang pembebasan pajak honorarium anggota staf 

layanan misi dan pelayan pribadi anggota misi yang bukan warga negara 

atau penduduk tetap di negara penerima.  

Selain diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan 

Diplomatik, regulasi atau peraturan terkait kebijakan pajak untuk pejabat 

diplomatik juga tercantum dalam Pasal 28 OECD Model dan 27 UN Model. 

OECD Model merupakan sebuah model bagi negara-negara untuk membuat 

konvensi pajak bilateral yang dibuat oleh Organisation Economic Co-

operation and Development, sedangkan UN Model merupakan model bari 

negara-negara untuk membuat konvensi pajak bilateral yang dirancang oleh 

United Nation. UN Model pada praktiknya lebih sering digunakan oleh 

negara-negara berkembang, sedangkan OECD Model cenderung lebih 

diandalkan oleh negara-negara maju, meskipun elemen-elemen dari UN 
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Model telah mempengaruhi OECD Model dan praktik negara anggota 

OECD.4  

Pasal 28 OECD Model dan Pasal 27 UN Model memiliki persamaan 

persepsi dalam mengatur kebijakan pajak diplomatik, yaitu apabila suatu 

negara memilih untuk menerapkan pengenaan pajak, maka hak tersebut 

menjadi tidak berlaku apabila Konvensi Wina 1961 atau ketentuan lain dari 

hukum internasional menegaskan bahwa pendapatan yang dimiliki oleh 

pejabat diplomatik dan konsulat tidak dikenakan pajak di negara penerima. 

Ketentuan ini dibuat karena adanya fiscal privileges yang diberikan kepada 

perwakilan diplomatik. 

Negara-negara yang menyetujui Konvensi Wina 1961 lazimnya 

mengadopsi poin-poin dalam konvensi ke peraturan negara masing-masing. 

Salah satunya Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 ke 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Indonesia pun mengatur 

tentang pembebasan pajak pejabat diplomatik dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pemberian Pembebasan 

Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada 

Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional. Amerika Serikat 

mengatur pembebasan pajak diplomatik dalam Diplomatic and Consular 

Immunity : Guidance for Law Enforcement and Judicial Authorities, serta 

Belanda menyediakan informasi terkait pemberian fiscal privileges kepada 

 
4 Department of Economic and Social Affairs Financing, “United Nations Model Double 

Taxation Convention between Developed and Developing Countries,” United Nations, accessed 

September 11, 2023, https://www.un.org/esa/ffd/tax-committee/ta-unmodel.html. 
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pejabat diplomatik dalam Protocol Guide for Diplomatic Missions and 

Consular Posts.  

Penerapan tata cara pemberian fiscal privileges terhadap pejabat 

diplomatik pada setiap negara umumnya bervariasi. Pejabat diplomatik dari 

negara pengirim dapat mengajukan permohonan kepada Indonesia untuk 

menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sedangkan 

Belanda yang merupakan salah satu negara dengan pajak tertinggi 

menerapkan dua paket dalam pemberian hak istimewa fiskal (A dan B) 

untuk pejabat diplomatik. Perbedaan antara paket A dan paket B 

menyangkut pembebasan dari bea masuk, PPN, dan kuota yang berkaitan 

dengan item bebas pajak. Amerika Serikat memiliki sistem yang berbeda 

dari Indonesia dan Belanda dengan menerbitkan diplomatic tax exemption 

card yang mengelompokkan jenis berdasarkan tingkatan pejabat diplomatik 

guna memperoleh pembebasan dari pajak penjualan, hunian, restoran, dan 

pajak-pajak serupa lainnya yang dikenakan pada pembelian resmi atau 

pribadi.    

Pada praktiknya, keistimewaan pajak yang dimiliki oleh pejabat 

diplomatik dapat menjadi suatu persoalan. Beberapa negara berpotensi 

memiliki spekulasi bahwa pejabat diplomatik mengambil keuntungan 

secara pribadi dari penjualan kembali atas barang-barang bebas pajak. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa selama periode 2003-

2007, Indonesia diperkirakan merugi miliaran rupiah atas penyelundupan 
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mobil-mobil mewah bebas pajak yang dilakukan oleh pejabat diplomatik.5 

Pejabat-pejabat diplomatik tersebut memanfaatkan hak istimewanya untuk 

mengimpor mobil-mobil mewah tanpa dikenai pajak dan bea masuk demi 

keuntungan pribadi. Sejak tahun 2003 hingga 2007, terdapat 208 mobil 

selundupan yang berhasil ditangkap. Semuanya diduga menggunakan 

fasilitas impor diplomatik6 

Tak hanya di Indonesia, kejadian serupa juga terjadi di London. Pada 

Desember 2014, diplomat Gambia dinyatakan bersalah oleh Southwark 

Crown Court of London karena menjual tembakau bebas pajak dari 

Kedutaan Gambia di Inggris. Tembakau tersebut dijual dari kedutaan tanpa 

membayar pajak pertambahan nilai dan cukai. Paket tembakau bebas pajak 

itu telah merugikan pemerintah Inggris senilai hampir 4,8 juta Euro atau 

sekitar 72 Miliar.7  

Suatu pembayaran dianggap sebagai pajak atau tidak juga dapat memicu 

suatu perdebatan dalam kasus-kasus tertentu. Salah satu contoh kasus 

tersebut adalah Permanent Mission of India v. City of New York, 551 U.S. 

193 (2007). Pemerintahan New York menggugat diplomat Perserikatan 

Bangsa-Bangsa asal India dan Mongolia atas pajak terutang apartemen-

 
5“Bea Cukai Lepas Mobil Mewah Ilegal,” Kompas, accesed January 10, 2024, 

https://nasional.kompas.com/read/2008/01/29/20150728/bea.cukai.lepas.mobil.mewah.ilegal?sour

ce=autonext 
6 “Depkeu-Deplu Kerjasama Berantas Penyelundupan Mobil Mewah,” ANTARA News, 

accesed January 10, 2024, https://www.antaranews.com/berita/82965/depkeu-deplu-kerjasama-

berantas-penyelundupan-mobil-mewah 
7 Kunal Dutta, “Gambian Diplomats Found Guilty of Using London Embassy for Tobacco 

Fraud,” Independent, accessed November 16, 2023, 

https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/gambian-diplomats-found-guilty-of-using london 

embassy-for-tobacco-fraud-9911414.html. 
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apartemen bertingkat yang menjadi kantor perwakilan dan tempat tinggal 

para pekerja diplomatik. Pemerintah kota New York berpendapat bahwa 

tempat tinggal staf tidak dipergunakan untuk tujuan diplomatik sehingga 

mereka menuntut pembayaran pajak properti.8  

Kasus lainnya ialah London Congestion Charge yang dianggap oleh 

London sebagai biaya yang dikenakan untuk layanan tertentu. Biaya atau 

pungutan yang dikenakan untuk layanan tertentu (charges levied for specific 

services rendered) merupakan salah satu pengecualian dalam pembebasan 

pajak yang termuat pada Pasal 34 huruf (e) di Konvensi Wina 1961. Namun, 

hal tersebut masih menjadi perdebatan oleh sejumlah negara yang 

menganggap bahwa London Congestion Charge tidak dianggap sebagai 

biaya untuk layanan tertentu, melainkan pajak pada umumnya sehingga 

termasuk dalam pembebasan pajak.9 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis ingin meneliti lebih 

lanjut dengan judul “Fiscal Privileges Pejabat Diplomatik Berdasarkan 

Konvensi Wina 1961 dan Implementasinya di Indonesia” yang berfokus 

pada analisis mengenai pengaturan fiscal privileges yang dimiliki oleh 

pejabat diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan hukum 

internasional terkait lainnya. 

 

 
8 “Permanent Mission of India to United Nations v. City of New York, 551 U.S. 193 

(2007),” Justia U.S Supreme Court, accessed September 10, 2023, 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/551/193/. 

 9 “U.S. Diplomatic Note Concerning Exemption to Greater London (Central Zone) 

Congestion Charging Order 2001,” U.S Department of State, accessed November 23, 2023, 

https://2009-2017.state.gov/s/l/2005/87224.htm.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengaturan fiscal privileges yang dimiliki oleh pejabat 

diplomatik menurut Konvensi Wina 1961? 

2. Bagaimana pengaturan fiscal privileges yang dimiliki oleh pejabat 

diplomatik di Indonesia dan perbandingannya dengan Amerika Serikat 

dan Belanda?  

3. Bagaimana penyelesaian kasus-kasus terkait fiscal privileges yang 

dimiliki oleh pejabat diplomatik?  

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan pembebasan 

pajak (fiscal privileges) yang diterima oleh pejabat diplomatik sebagai salah 

satu bagian dari hak istimewa yang diterima oleh pejabat diplomatik, di 

antaranya :   

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait fiscal privileges pada pejabat 

diplomatik menurut Konvensi Wina 1961.  

2. Untuk mengetahui peraturan-peraturan terkait fiscal privileges di 

Indonesia dan perbandingannya dengan Amerika Serikat dan Belanda. 

3. Untuk menganalisis penyelesaian masalah yang timbul akibat fiscal 

privileges yang dimiliki oleh pejabat diplomatik.  
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D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dikerjakan memiliki tujuan dan manfaat yang 

ingin diperoleh. Apabila tujuan penelitian tercapai, maka hasilnya akan 

menimbulkan suatu manfaat yang dapat dirasakan. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari adanya penelitian ini:  

1. Manfaat Teoritis 

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan terkhusus pada bidang hukum diplomatik yang 

membahas terkait kekebalan dan hak istimewa perwakilan diplomatik.  

2. Manfaat Praktis  

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat untuk meneliti 

topik serupa di kemudian hari.  

E. Ruang Lingkup Permasalahan  

 

Ruang lingkup dari penelitian ini berkaitan dengan kebijakan 

pembebasan pajak yang didasarkan pada kekebalan dan hak istimewa 

perwakilan diplomatik menurut hukum internasional. 

F. Kerangka Teori 

 

1. Asas Resiprositas (Asas Timbal-Balik) 

Asas resiprositas atau asas timbal balik pada dasarnya mengandung 

makna bahwa jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang 

baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan tersebut juga 

harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara. Pasal 2 Konvensi 
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Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menyatakan : “the 

establishment of diplomatic relations between States, and of permanent 

diplomatic missions, takes place by mutual consent”.10 Ketentuan 

tersebut mengatur bahwa suatu hubungan diplomatik antara negara 

dengan negara lain dalam misi diplomatik yang mengikat kedua negara 

harus bersifat tetap dan dilakukan dengan persetujuan bersama. Setiap 

negara melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik 

didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu prinsip 

timbal balik.11 Apabila dikaitkan dengan hukum diplomatik, asas 

resiprositas merupakan asas yang fundamental dalam hukum 

diplomatik. Asas ini merupakan prinsip kedaulatan negara, kedaulatan 

hukum, sekaligus merupakan prinsip saling menghormati di antara 

sesama negara. Asas resiprositas di dalam kerangka hukum diplomatik, 

diakui dan diterima sebagai asas hukum umum yang melandasi 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional dan 

hukum kebiasaan internasional.12 Apabila teori ini dikaitkan dengan 

pemberian fiscal privileges kepada pejabat diplomatik, maka umumnya 

pemberian hak istimewa tersebut dilandasi atas asas resiprositas yang 

tercantum dalam perjanjian, konvensi, maupun peraturan negara. Maka 

 
10 Pasal 2, Vienna Convention on Diplomatic Relation 
11 Dewa Gede Sudika Mangku, “PENERAPAN PRINSIP PERSONA NON GRATA ( 

HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA MALAYSIA DAN KOREA UTARA),” E-Journal 

UNMAS, n.d. 
12 Wisnu Indaryanto, “Kedaulatan Indonesia Diantara Virus Corona Versus Asas 

Resiprositas Dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Perturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang 

Bebas Visa Kunjungan),” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 2 (2020), 

https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.654. 
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dari itu, teori ini melandasi bahwa dalam pembentukan hubungan 

diplomatik, termasuk pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan antar 

negara-negara, umumnya dilakukan dengan persetujuan timbal balik 

antar negara pengirim dan negara penerima.  

2. Teori Kebutuhan Fungsional (Functional Necessity Theory)  

Menurut teori ini, dasar kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa 

seorang pejabat diplomatik adalah bahwa seorang perwakilan 

diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk 

melakukan tugasnya dengan sempurna. Segala yang mempengaruhi 

secara buruk haruslah dicegah.13 Teori ini yang paling banyak dianut 

dalam kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik. Pada Pasal 27 Ayat 

(2) Konvensi 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga mengakui 

beberapa pembatasan-pembatasan yang dibebankan atau diterapkan 

oleh peraturan-peraturan hukum setempat: “Korespondensi resmi 

daripada misi tidak dapat diganggu gugat. Korespondensi resmi adalah 

semua korespondensi yang berhubungan dengan misi dan fungsi-

fungsinya.”14 Dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 tentang 

Hubungan Diplomatik dirumuskan bahwa, “that the purpose of such 

privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the 

efficient performance of the functions of diplomatic missions as 

representing states.”15 Artinya, bahwa tujuan pemberian kekebalan dan 

 
13Deicy Natalia Karamoy, “KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK 

MENURUT HUKUM INTERNASIONAL,” E-Journal UNSRAT VI, no. 5 (2018). 
14 Pasal 27 Ayat (2), Vienna Convention on Diplomatic Relation 
15 Preamble, Vienna Convention on Diplomatic Relation 
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keistimewaan tersebut bukan untuk menguntungkan orang 

perseorangan, tetapi untuk menjamin pelaksanaan yang efisien fungsi-

fungsi misi diplomatik sebagai wakil dari negara. Maka dari itu, teori ini 

berpendapat bahwa landasan yuridis tersebut difungsikan untuk 

memberi kemudahan, termasuk hak-hak istimewa dan kekebalan yang 

diberikan kepada para pejabat diplomatik asing di suatu negara adalah 

untuk memperlancar atau memudahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

para pejabat diplomatik dan bukan atas pertimbangan-pertimbangan 

lain.16  

3. Teori Penegakan Hukum  

Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa penegakan hukum adalah upaya 

untuk memproses tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum 

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.17 

Pada dasarnya teori penegakan hukum merupakan ketimpangan antara 

hukum secara normatif atau apa yang seharusnya (das sollen) dan 

hukum secara sosiologis atau apa yang senyatanya (das sein). Ketertiban 

dan kepastian hukum dapat dicapai dalam masyarakat dengan cara 

melaksanakan penegakan hukum.18 Penegakan hukum ini dilakukan 

 
16Karamoy, “KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT 

HUKUM INTERNASIONAL.” 
17 Tonny Rompis, “KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG MENURUNNYA 

KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM DAN APARAT PENEGAK HUKUM 

DI SULAWESI UTARA,” LEX CRIMEN, no. Vol. 4 No. 8 (2015): Lex Crimen (2015). 
18 Naufal Akbar Kusuma Hadi, “Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif 

Sosiologi Hukum,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 10, no. 2 (2022): 227, 

https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834. 
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antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga-

lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan 

masing-masing lembaga. Terciptanya ketertiban dan kepastian hukum 

membutuhkan sistem kerja sama yang baik antar lembaga-lembaga 

penegak hukum. Teori penegakan hukum dapat menjadi acuan dalam 

menyelesaikan kasus-kasus diplomatik guna menentukan keputusan 

yang adil dan sesuai dengan hukum internasional. Teori penegakan 

hukum juga dapat diterapkan dalam konteks memastikan kepatuhan 

terhadap hukum, termasuk perlindungan kekebalan dan hak istimewa 

pejabat diplomatik.  

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian pada penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dalam penulisan 

skripsi ini, yaitu mempelajari suatu pokok bahasan yang 

menghubungkan suatu masalah dengan peraturan hukum dan ilmu 

pengetahuan dari berbagai sumber seperti internet, jurnal, buku-buku, 

maupun undang-undang.  

2. Pendekatan Penelitian  

Penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut: 

a) Pendekatan Perundang-undangan dimana penulis melakukan 

pengamatan terhadap regulasi yang berkaitan dengan pokok kajian 

atau isu hukum yang saat ini diteliti.  
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b) Pendekatan Komparatif dimana penulis melakukan pengamatan 

dengan membandingkan perbedaan dan persamaan kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan pokok kajian.  

c) Pendekatan Kasus dimana penulis melakukan pengkajian terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum terkait penelitian ini.  

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang penulis pilih berdasarkan pada data 

sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier.  

a. Bahan Hukum Primer  

merupakan suatu bahan penelitian yang memiliki kekuatan hukum 

bertaut secara yuridis, seperti contohnya peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, dan traktat. Dalam penelitian ini 

penulis memilih Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, 

OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pemberian Pembebasan 

Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan 

Badan Internasional Serta Pejabatnya, dan PMK RI Nomor 

162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan 

Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan negara asing 

dan Badan Internasional serta pejabatnya. 
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b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memuat 

penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti undang-undang yang 

diusulkan, hasil penelitian, atau pernyataan pembuat undang-undang. 

Bahan sekunder hukum adalah buku-buku dan tulisan-tulisan hukum 

yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.  

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier merupakan referensi yang memberikan 

penjelasan tentang bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder 

dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. 

4. Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode pengumpulan kepustakaan hukum yang dilakukan 

dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami bahan penelitian 

hukum yang berkaitan dengan instrumen hukum internasional dan 

hukum nasional atas pengaturan pajak terkait fiscal privileges yang 

didapat oleh pejabat diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan 

hukum internasional terkait lainnya.  

5. Analisis Bahan Hukum 

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif analitis dengan cara menjelaskan kembali hasil 

pemahaman atas bacaan dan temuan hukum yang berkaitan dengan 

penelitian. 



18 
 

 
 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan 

metode pemikiran secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-

hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. 

H. Sistematika Penulisan 

BAB 1  :  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang 

lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat Tinjauan Umum Konvensi Wina 1961, 

Tinjauan Umum Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi 

Wina 1961, dan Tinjauan Umum Fiscal Privileges.  

BAB III  :  PEMBAHASAN 

Bab ini memuat pembahasan dari rumusan masalah yang 

telah disampaikan penulis, yaitu: pengaturan fiscal 

privileges pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961, 

pengaturan fiscal privileges pejabat diplomatik di Indonesia, 

serta kasus-kasus fiscal privileges terhadap pejabat 

diplomatik dan penyelesaiannya.  

BAB IV  :  PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penulis. 
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